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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negura Repubhik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir denigan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844,

Undang-Undang Nomor 332 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintaly Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indenesia Tabun 2004 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tenrang
Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5S063);

Undang-Undang Nomeor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
tentang  Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637);

-
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1l. Peraturan Penmicrimahh Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemenintahan Antara
Perneriritah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemernialy Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisast Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomuor 474 1);

et
ha

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan  Organisasi, Tuogas, dan Fungsi
Eselon [ Kementerian Negara,

14, Peraturan Menten Kesehatan Nomor
1375/ Menkes /Per/X1/2005 tentang Organisas: dan
Tata Kerja Departemen  Kesehatan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menten
Kesehatarn Nomor 439/ Menkes/Per/VI /2009
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten
Kesehatan Namor 1375/ Menkes/Par/X1/2005
tentang Orgamsasy dan Tata Kerju Deparlemen
Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT.

Pedoman Pelalsanuan  Propram  Janunan  Kesehatan
Masvarakat sebagaimana  dimaksud Dikium  Kesatw
tercantuin dalam Lampiran Keputusan ini.
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Klaim pelavanan keschatan terhadap peserta Jamkesmas
menggunakan INA-DRG Vers: 1.6 yang mulai berlaku
sejak 1 Maret 2010.

Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar
digunakan sebagar dcuan  bagi Pemerintah Pusat,
Pemerintalh  Provinsi, Pemerintah  Kabupaten/Kota,
Rumah Salkit dan Puskesmas serta pihak lam yang
terkait dalam penvelenggaraan dan pengelolaan Program
Jaminan Kesehatan Masvarakat.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kepurusan

Menteri  Kesehatan Normor 316/Menkes/SK/V/2009

Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 dicabur  dan

inyatakan tudak berlaku,

Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Diterapkan di Jakarta

\'p'l:l.cllé_'i tanggal 2 Junt 2010

MENTERI KESEHATAN,

M{KK W

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
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Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor @ 680/ MENKES/SK/VI/2010
Tanggal : 2 Jum 2010

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Deklarasi Universal Hak Azasi Mausia oleh Perserikaran Bangsa
Bangsa (PBB) Tahun 1948 (Indongsia 1kut menandatanganinya) dao
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun 1945
pada pasal 28 H, menetapkan balhwa kesshatan adalah hak dasar
seuap mddividu dan semua warga negara berhak mendapatkan
pelayanan kesehatan termasuk masyvarakat nuskin.

Kesadaran lentang pentngnya jaminan perlindungan sosial terus
berkembang sesual amanat pada perubalian UUD 1945 Pasal 34
ayat 2, vattu rmenvebutkan bahwsa negara mengembangkan Sistem
Jamunan  Sosial bagl oseluruh rakyat  Indonesta. Dengan
dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD
1945, dan terbitnva UU Nomor 40 lentang Sistem Jaminan Sosial
Nasiona! (SJSN), menjadi suatu bukt yang kuat hahwa pemerintah
dan pemangku kepeningam terkail memiliki koemitmen yang besar
untiitk mewujudkan kesejahteraan sosial bagl seluruh rakvatnya.
Karena melaliii BJSN sebagal salah sate bentuk perlindungan
sosial pada hakekatnya bertujuan antuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenulbn kebutuhan dusar hidupnya vang lavak.

Berdasarkan konsurusi dan Undang-Undang tersebut. Kementerian
Kesehatan sejak 1abun 2005 telah melaksanakan program jaminan
kesehatun sosial, dimulal dengan program Jaminan Pemeliharaan
Keseharan bagi Masvarakat Miskin /JPRKMM (2005) atau tebih
dikenal dengan program Askeskin (200%-2007) vang kemudian
berubah narng menjadi program  Jamkesmas sampal  dengan
Sekarang.
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Pada aspek pengorganisasian dan manajemen, dilakukan
penguatan peran Tim Pengelola dan Tim Koordinasi .JJamkesmas i
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota, terutama peningkatan
kontribusi pemerintah daerah didalam pembinaan dan pengawasan
serta peningkatan sumber daya yang ada untuk memperluas
cakupan kepesertaan melalui Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) dan memberikan bantuan tambahan (suplementasi dan
komplementasi) pada hal-hal vang tidak dijamin oleh program
Jamkesmas.

Pada aspek pendanaan, Kementerian Kesehatan melalul Tim
Pengelola Jamkesmas terus melakukan upaya  perbaikan
mekanisme pertanggungjawaban dana Jamkesmas, agar dana yang
diluncurkan sebapai uang muka kepada PPK dapat segera
dipertanggungjawabkan secara tepat wakty, tepat jumlah, tepat
sasaran, akuntabel, efisien dan efektif.

Disadari meskipun perbaikan terus dilakukan, tentu saja masih
banyak hal yang perlu dibenahi dan belum dapat memenuhi
kepuasan semua pithak. Namun begitu diharapkan program
Jamkesmas ini semakin mendekati tujuannya yaitu meningkatkan
manfaat yang sebesar-besarmya bagi kesgjahiteraan masyarakat. Hal
ini tentu akan tercapai melalul penyelenggaraan program
Jamkesmas yang transparan, akuntabel, efisien dan efeltil menuju
goad governance.

BEBERAPA KENDALA DALAM PELAKSANAAN JAMKESMAS

TAHUN 2009 MELIPUTI:

1. Kepesertaan
Database peserta Jamkesmas sampai dengan sckarang masih
mengacu pada data makro BPS Tahun 2005, dan ditetapkan by
name by address oleh Bupad/Walikota Talhun 2008. Dengan
demilkian banyak perubahan-perubahan data di lapangan seperti
banyalmya kelahiran baru, kematian, pindah tempat tinggal,
perubahan tngkat sosial ckonomi, dll. Melalui pedoman
pelaksanaan Jamkesmas Tahun 2009, Kementerian Keschatan
meminta sehurubh Bupati/walikota untuk melalcukan up dating
data sehingga menjadi data kepesertaan Tahun 2009. Tetapi
hanyva sebagian kecil yang merespons hal tersebut. Karena
kondisi i chperlukan kebijakan untuk melakukan up dating
data peserta jamkesmas. -
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Badan Pusat Statisuk (BPS) pada akhir Tahun 2008 telah
mengeluarkan data baru dimana jumlah masvakal miskin
sesual kriteria, by name dan by address telah menurun
menjadi 60,3 juta jiwa. Data BPS terbaru ini menjadi dasar
acuan untuk diterbitkennyva kepesertaan Jamkesmas yang
baru. Semientara sasaran kepesertaan program Jamkesmas
2010, 1tetap sama vaitu 76,4 juta jivwa.

Pelayanan Keschatan

Kendala dalam pelayanan keschatan  antara  lain  adalah
keterlambatan implementasi INA-DRG di beberapa Rurnah Sakit
(RS)  serta  masth  belum  komprehensifnya pemahaman
penvelenggaraan pelayanan berbasis paket dengan INA-DRG,
terutama oleh dokter dan pelugas perberi pelayanan langsung
sehingga belum terlaksananya pelavanan yang efisien dan
mengakibatkan biaya pembavaran palket seringkali dianggap
tidak mencukupi., Di sisi lain, ofinical pathway sebagai
instrumen  untuk  pemberian  pelavanan  yang adekuat dan
rasional belum  digimakan i banvak RS, Demikian pula,
pernugasan  Menteri Kesehalan  kepada  konsorsium  BUMN
Farmasi, belum  diundaklanpor  pada  ungkat RS agar
terjemannya ketersediasan obat dan vaksin untuk pelavanan
Jamkesmas.

Pendanaan Program

Fertangpgungiawaban pendanamn PPK pada pelaksanaan
Jamikesmas 2009 masih ditermnukan permasalahan
ketidakteparan waktu, jumlah dan sasaran. Bahkan masih
ditermnular: beberapa rumah sakit belum dapal menggunakan
format INA-DRG secara benar. Dengan demikian, perlu kerja
keras Rumah Sakil agar pernanggungjawaban keuangan
sesual dengan pengarurannya.

Pengorganisasian, Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah

a. Peran, tugas dan fungsi Tin Pengelola dan Tim Koordinasi
Provinsi/Kabupaten/Kota belum dapat berjalan secura
optirnal. Kegiatan  sosialiasi,  advokasi, monitering,
evaluasi dan pelaporan dalam  kevangan  serta  kinerja
pelavarian keschatan masih belum herjalan sebapaimana
seharusnya.
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Karena itu diperiukan  komiimen dari selwruh  Dinas
Kesehatan  sebagal  penanggung  jawab  pengelolaan
Jamkesmas didaerahnya. Perhatian khiusus juga untuk
pelaksanaan kegiatan pada Tim Keordinasi Jamkesmas di
daerah, terkait dengan kebijakan-kebijjakan yang dalam
pelaksanaannya memerlulcan koordinasi seperti
kebijakan penatalaksanaan Kepesertaan yang melibatkan
seluruh sektor terkait,

b, Komitmen yang masilh lowang terutama  terhadap
konwibusy Pemeontah Daerah dalaun pendanaan Jaminan
Keschatan masyarakat diluar Jouoitg, Harmonisast kegiatan
dengar  mekalusme JamKkesmas  harus  perlu lerus
dilakukan terutama bag daerall vang sudah melaksanakan
Jamkesda. Hal tersebul amal penung agar kedua kegatan
tersebut dapat bersmergi dengan  baitk dalam rangica
mempercepat pelaksanaan jaminan  kesehatan semesta
serta menghindan duplikasi anggaran (APBD dan APBN),
duplikasi sasaran dan manfaat yvang diteoma oleh peserta.

c. Muasih banyak Poweriniah Daerah vang memasukkan dana
belanja buntuan sosial ini kedalam PAD. Hal ini akan
menggangpu pelayanan keschatan peserta Jamkesmas,
seharusoyva dana belonja bantuan  sosial Se]}c';nuhnya
diperuntukan bagi pelayanan kesehatan peserta sebelumn
menjadi pendapatan Rumal Salst,

KEBIJAKAN JAMKESMAS TAHUN 2010.

Kebijakan Jamkesmas Tahun 2010 pada prinsipnya sama dan
merupakan Kelanjutan pelaksanaan program Jamkesmas Tahun
2009 dengan tetap melakukan perbaikan yang meliputi

1. Tata Laksana Kepesertaan

a. Sasaran Tahun 2010 adalal saine dengan Tahun 2009 yakni
76,4 Juta meskl data mosvarakat miskin menurut BPS Tahun
2008 telabh wrun menjadi 60,39 juta.  Baseline data
kepesertwan  Tahun 2010 tetap mengeunakan  data
sebelumnya. Sedangkan masth ada yang miskin di luar kuota
vang ada (bagl peserta luar kuote yang menggunakan SKTM)
fetap menjadl anggungan Pemernntah Daeradi. Perhatian
khusus kepada peserta Jdamkesmas vang belum  masuk
database scperti bayi baru lahir dasg keluarga miskin, anak
terlantar/gelandangan/ pengemis rekomendasi Dinas Sasial).
neserta Progrann Keluarga Harapan (PKH).
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b. Dulam rangka memperhaas cakupan kepesertaan pada Tahun
2110, terdapat kelompok peserta baru menjadi sasaran
peserta Jamkesmas, yaitu .

a) Masyarakat miskin penghuni  Lapas/Rutan dengan
melampirkan surat keterangan darn Iepala Rutan/Kepala
Lapas setempat.

b} Masyvarakat miskin penghuni panti-panti sosial, melalw
Surat  Keputusan  Kepala  Dinas/Insttusi  Sosial
Kabupateri/Kota setempat,  selanjumya Kementerian
hesehatan akan SCELlE membuatkan karvu Jammkesmas.

¢} Masyvaralar miskin akibat bencana pasca tanggap darurat
sebagaimana vang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
setermnpat

d) Untuk semua kepesertaan diatas, SKP diterbitkan petugas
PT. Askes (Persero).

2, Tata Laksana Pelayanan Kesehatan

Tatalaksana pclayanan dilakukan beberapa perubahan meliputi:

a. Diberlakukan pola pembavaran dengan INA-DRG versi 1.6
terhitung mulai 1 Marcet 2010. DRengan demikian, semua
pasien rawat jalan dan rawat inap sctelah episode perawatan
penyakitnyva  sclesal  langgal 1 Maret dan  seterusnya
cipertanggungjawabkan/dildaimkan  dengan  sotware [INA-
DRG versi 1.6, Melalui pola pembayaran ini mendorong PPK
untuk lebib efisien dan Jebih efextf karena pengendalian
blava dan peningkatan mulu pelavanan sepenuhnya menjadi
tanggung jawab FPK. Untuk pelaksanaan INA-DRG versi 1.0
dilakikan peningkatan kapasitas lenaga koder dan tenags
administrasi klaim i RS,

b. Penyediaan nbat dan vaksin sehagaimanpa Keputusan Menteri
Keseharnn Nomor 8835/ Menkes/ SK/X/ 2009 tentang
penugasan T, Indofarma  (PerserojTbhk, PT. Kimia Farma
(Persero)Thik, PT. Phapros Thk, dan PT, Biotarma (Persero)
sebagal penvedia obal dan vaksin dalam penyelenggaraan
plogram jaminan keschatan masywsakal secara menveluruh
di PPK Jumkesmas perlu ditindakianjuti pada tingkat RS.
Penugasan tersefan dilindaklany i oleh disuriburor setempat
sebagal walil dari Konsorsium BUMN Farmasi dengan RS
dalam bentuk perjanjisn kerja sama.
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Memjadl  kewajiban  mhak RS untmuk  melaksanzakan
penyediaan obat dan vaksin program Jamkesmas mengacu
pada Kepurmisan Menreri Keschatan tersebut, Untuk memberi
kejelasarr  pelaksanaan  penugasan  tersebur,  diterbiikan
petunjuk  teknis kKhusus untuk hal tersebut agar dapat
dipedomam RS,

¢. Anak terlantar, pengemis dan gelandangan yang belum
reridentifikasi dan belum mempunyat kartu Jamkesmas,
dapat dilayan dengan menitbawa rekomendasi dari Dinas
Sosial setempat.

d. Masvaraka: miskin dan tidak mampu penghuni panti sosial
dan lapas/lembaga pemasyarakatan. dapat dilayani dengan
membawa kartu Jamkesmas atau pengantar dari lapas/mtan
disertai  surat  rajukan  dari khbmk lapas/rutan  atau
nuskesmas setempat.

e. Upaya-upaya  pemngkalan  pelayanan  kesehatan  dan
peningkatan elisiensi baik di Puskesmas maupun di Rumah
Salit dan PPK lainnya ferus dilakukan. Telaah pemanfaatan
pelavanan {undisation rewiew) dilakukan untule menilai
kewajaran pelavanan keseharan vang dilakukan.

3. Tata Laksana Pendanaan dan Pengorganisasian

Untuk aspek pendanaan, pengorganisasian dan
manajemen SeCnry prinsip dan mekanisme

pelaksanaaunya sama seperti vang telah ditetapkan pada
pelaksanaan Jamkesmas 2009,

B. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan Penyelenggaraan Jamkesmas
Tujuan Umurm :
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan schingga
tercapal dersjat keschotan vang oplmal sccara efektif dan
efisicn bagi selurull peserta Jamkesmas,

Tujuan Khusus:

a. Membenkan kemudauhan dan akses pelayanan keschatan
kepada peseria di seluruh jaringan PPK Jamkesmas.,

b, Mendorong  peningkatan  pelayanan  kesehatan  yang
terstamdar big peserta, tdak berlebihan sehingga terkendali
mutu dan biyvanya.

c. Terselenggaranva pengelolagn keuangan vang transparan
dan akuntabel.

=3
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2. Kepesertaan
Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan tdalk
mampu di selwuh Indonesia sejumliah 76,4 juta jiwa, odak
termmasuk penduduk yang sudah mempunyal jaminan
kesehatan lainnya.

I1. PENYELENGGARAAN

1. Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan
kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta Jainnya
vang ilurannya dibayar oleh Pemerintah. Program ini
diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidl silang dalam
rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyelurub bagi
masyarakatl miskin.

2. Pada hakekatnyva pelayanan kesehatan terhadap peserta menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Dacrah., Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan
pelayanan yang optimal,

3. Penyelenggaraan pelayanan kesechatan kepada peserta mengacu
pada prinsip-prinsip:

a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-
mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.

b. Menyeluruh (komprehensif] sesual dengan standar pelayanan
medik vang cost effective dan rasional.

c. Pelayanan terstrukiur, berjenjang dengan paortabilitas dan
ekuitas.

d. Efisien, transparan dan akuntabel.

III. TATA LAKSANA KEPESERTAAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Peserta jaminan keschatan adalah setiap orang yvang membayar
iuran atau iwarannya dibayar oleh Pemerintah.

2. Peserta Program Jamkesmas adalah fakir miskin dan orang yang
tidak mampu dan peseria lainnya vang iurannya dibayar oleh
Pemerintah sejumlah 76,4 juta jiwa bersumber dari data makro
Badan Pusal Statistilk (BPS) Tahun 2006. (Lampiran 1)

3. Peserta. yang dijamin dalam program Jamkesmas tersebut
meliputi :
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Masyarakar miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan
oleh Sural Keputusan (SK) Bupat/Wallkota Tahun 2008
berdasarkan pada kuota Kabupaten/Kota (BP3) yang
dijadikan database nasional.

b, Gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantal,
masvaraka: miskin vang tidak mermiliki identitas.

Semua Peserta Program Keluavga Harapan (PKH) yang telah
memiliki atau mempunyai karou Jamkesmas.

d. Masyarakal muskin yang ditctapkan berdasarkan Keputusan
Menteri Kesehatan  Nomor 1185/Menkes/SK/XI[/2009
tentang Peningkatan Kepesertaan .Jamkesmas bagi Pant
Somal, Penghurn Lembage Pemasyarakatan dan Rumah
Taltanan Negara serta Korban Bencana., Tata laksana
pelayanan diatur dengan petunjulk teknis (juknis) tersendin
sebagaimane tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan
Nemor 1259 /Menkes/SK/X11/2009 tentang Petunjuk Teknis
Pelavanan Jamkesmas Bagl Masyvarakar Miskin Alabat
Bencane, Masvarakar Miskin Penghuni Panti Sasial, dan
Masyvarakat Miskin Penghual Lembaga Pemasyarakatan serta

b

L@

Rumalh Tahanan Negara. (Lampiran 2

Apabila masih rerdapat masyvarakat miskin dan udak mampu,
tidak termusuk dalarn Surar Keputusan Bupati/Walikota maka
Jaminan Reszhatannya menjad! tanggung jawab Pemerintah
Daecralr (Pemda) sctempal. Cara penyelenggaraan jaminan
kesehatan  daerah  seyvogyanva mengikut  kaidah-kaidab
pelaksanaar Jamkesmas

Peserta Jamkesmas ada yvang menuliky kartu sebagai dentitas
peserta dan ada vang tidak meniliki kartu.

a. Peserta vang mennliki kartu rerdin dan .

1] Peserta sesuaj SK Bupan/ Walikata

2) Pengluni panti - panti sosial

3) Korban bencana pasca tanggap darirat

b. Peserta vang tdak memiliki kartu terdirt dart -

1) Gelandangon, pengemis, anak  terjantar  pada  saat
mengakses pelavanan Kkesehatan dengan menunjukkan
rekomendast dan Dias Sgsial setempat.

2) Penghun: lapas dan rutan padia saal mengakses pelayanan
kesehatan dengan menunjukkan reckomendasi dari Kepala
Lapas/Rutan.
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3) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada saat
mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan
kartu PKH.

4) Bayi dan anak yang lahir dari pasangan peserta
Jamkesmas, sectelah terbitnya SK Bupati/Walikota dapat
mengakses pelayanan keschatan dengan menunjukkan
akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan
lahir/permyataan dar tenaga  keschatan, kartu
Jamkesmas orang fua dan Kartu Keluarga orangtuanya.

6. Terhadap peserta yang memiliki kartu maupun yang tidak
memiliki kartu sebagaimana tersebut diatas, PT. Askes (Persero)
wajib menerbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) dan membuat
pencatatan atas kunjungan pelayanan kesehatan,

7. Bila terjadi Kkehilangan kartu Jamkesmas, peserta melapor
kepada PT. Askes (Persero) untuk selanjutnya dilakukan
pengecekan database kepesertaannya dan PT. Askes (Persero)
berkewajiban menerbitkan surat keterangan yang bersangkutan
sebagal peserta.

8. Bagi peserta yang telah meninggal dunia maka haknya hilang
dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

9. Penyalahgunaan terhadap hak kepesertaan dikenakan sanlksi
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

. VERIFIKASI KEPESERTAAN

PT. Askes (Persero) bertugas melaksanalkan verifikasi kepesertaan
dengan mencocokkan kartu Jamkesmas dari peserta yang berobat
dengan database kepesertaan untuk selanjutnya diterbitkan SKP.
Verilikasi kepesertaan dilengkapi dengan dokumen berupa Kartu
Keluarga (KK) / Kartu Tanda Penduduk (KTP) / identitas lainnya
untuk pembuktian kebenarannya. Bagi gelandangan, pengemis,
anak dan orang terlantar yang tidak punya identitas cukup dengan
surat  keterangan/rekomendasi dari  Dinas/Instansi  Sosial
setempat. Khusus untuk penghuni lapas dan rutan, cukup dengan
surat rekomendasi dari Kepala Lapas/Kepala Rutan setempat.
(Pengaturan lebih lanjut lihat tata laksana pelayanan kesehatan).
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IV. TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
A. KETENTUAN UMUM

1.

Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan
dasar meliputi: pelayanan keschatan Rawat Jalan Tingkat
Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama [RITP),
pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL),
Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan pelavanan gawat
darurat.

Manfaat jaminan yang diverikan kepada peserta dalam bentuk
pelayanan kesehatan yang bersifat menyveluruh (komprehensif)
berdasarkan kebutuhan medik sesual dengan standar
pelayanan medik.

Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan
terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.

. Pelayanan kesehatan dasar (RJTP dan RITP) diberikan di

Puskesmas dan jaringannya. Khusus untuk persalinan normal
dapat jugs dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten
(praktek dokter dan bidan swasta) dan biayanya diklaimkan ke
Puskesmas sectempat sebagaimana diatur dalam juknis
pelayanan dasar.

Pelayanan tingkat lanjut (RJTL dan RITL) diberikan di PPK
lanjutar,  jaringan Jamkesmas (Balkesmas, Rumah Sakit
Pemerintah termasuk RS Khusus, RS TNI/Polr: dan RS Swasta)
berdasarkan rujukan. Pelayanan Balkesmas rmmerupalkan PPK
untuk layanan RJTL dengan pemberian layanan dalam gedung.
PPK lamjutan harus mempunyal kode PPK lanjutan agar dapat
mengoperasikan software INA-DRG versi 1.6. Apabila PPK
lanjutan belum mempunyal kode atau kode tersebut sudah tidak
valid, maka diharapkan segera melapor dan membuat
permintaan kode kepada Direktorat Jenderal Bina Pelayvanan
Medik.

. Pelayanan RITL diberikan di ruang rawat inap kelas Il (tiga).

Apabila karena sesuatu hal seperti misalnya tidak tersedianya
tempat tidur, peserta terpaksa dirawat di kelas yang lebih tinggi
dart kelas IIf, biaya pelayanannya tetap diklaimkan menurut
biava kelas Ill.

Pada RS khusus (RS Jiwa, RS Kusta, RS Paru, dll) vang juga
melayani  pasien  umupi,  klaim  pelayanan  kesehatan
dilaksanakan secara terpisah antara pasien khusus sesuai
dengan  kekhususannya dan  pasien umum  dengan
menggunakan software INA-DRG yang berbeda sesuai penetapan
kelasnya.

Il
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9. Pada keadaan gawat darurat femergency) seluruh PPK wajib
memberikan pelayanan penanganan pertama keadaan gawat
darurat kepada peserta Jamkesmas walaupun tidak sebagai PPK
jaringan Jamkesmas sebagal bagian dari fungsi sosial PPK.
Sctelah kegawatdaruratannya sclesal ditangani, selanjutnya PPK
tersebut segera merujuk ke PPK jaringan PPK Jamkesmas untuk
penanganan lebih lanjut. (Lampiran 3)

10. Starus kepesertaan  harus  ditetapkan  sejak  awal untuk
mendapatkan pelavanan kesehatan. Peserta Jamkesmas lidak
boleh dikenakan wran dengan alasan apapun.

11, Pemberian pelayvanan kepacié peserta olehh PPK lanjutan harus
dilakukan secara eflsien dan efeltif, dengan menerapkan prinsip
kendali biaya dan kendali mutu. Manajemen PPK lanjutan
melakukan analisis pelayanan dan memberi umpan balik secara
miernal kepada instalas: pemberi lavanan.

B. PROSEDUR PELAYANAN
Prosedur untuk memperoleh pelavanan keschatan bagl peserta,
sebagal berikut

1. Pelayanan Kesehatan Dasac
a. Unmk mendapatkan pelavanan kesehatan dasar di
Puskesmus dan jaringannya, peserta harus menunjulkkan
kariu Jamkesmas, Untuk peseria gelandangan, pengemus,
anak dan  orang  terlantar, menggunakarn  surat
keterangan/rekomendast Dinas/lInstanst  Sosial  setempat.
Bagi pescita PKH yvang belum memilila kartu Jamkesmas,
cukup menggunakan kartu PRH.
b. Pelayanarr kesehatan dapat dilakukan di Puskesmas dan
jaringannya.

c. Bila menurutl indikasi medis peserta memerlukan pelayanan
pada tingkat lamyut maka Puskesmas dapat merujuk peserta
ke PPI lanjutan.

d. PPK  lanmutan penenma rujukan wajib merujuk  kemball
peserla Jamkesmas disertat jawaban dan undak lanjut vang
harus ditakulkan jika secara medis peserta sudah dapat
dilavanit di PPK yvang merujuk.

Pengaturan teknis pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
dan jJaringannya dibuat dalam Petunjuk Telknis Pelayanan
Kesehatan Dasar yang ditetapkan tersendiri dengan Keputusan

Dirjen Bina Keschatan Masyarakat.
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2. Pelayanan Tingkat Lanjut

a.

dli

Peserta Jamkesmas yang memerlukan pelayanan kesehatan
tingkat lanjut (RJTL dan RITL), dirujuk dari Puskesmas dan
jaringannya ke PPK ungkat lanjut secara berjenjang dengan
membawa kartul peserta Jamkesmas/identitas kepesertaan
lainnya dan surat rujukan yang ditunjukkan sejak awal. Pada
kasus emergency tidak memerlukan sarat rujukan.
Kartu peserta Jamnkesmas/identitas kepesertaan lainnya dan
surat rujukan dari Puskesmas dibawa ke loket Pusat
Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah BSakit (PPATRS)
untulk  diverifikasi  kebenaran dan  kelengkapannya,
selanjutnya dikeluarkan Surat Keabsahan Peserta (SKP} oleh
petugas PT. Askes (Persero), dan peserta selanjutnya
memperoleh pelayanan kesehatan.
Bayi dan anak yang lahir dari pasangan peserta Jamkesmas
secara otomatis menjadi peserta dengan merujuk pada kartu
orang tuanya. Bila bayi dan anak memeriukan pelayanan
dapat langsung dibenkan dengan menggunakan identitas
kepesertaan orang tuanya dan dilampirkan surat keterangan
lahir dan Kartu Keluarga orang tuanva.

Pelayanan tingkat lanjut sebagaimana diatas meliputi :

1) Pelayanan rawaf jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah
Sakit dan Balkesmas.

2) Pelayanan rawat jalan lanjutan yang dilakukan pada
Balkesmas bersifat pasif (dalam gedung] sebagai PPK
penerima rujukan. Pelayanan Balkesmas yvang ditanggung
oleh program Jamkesmas adalah Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP) dalam gedung.

3) Pelayanan rawat inap bagi peserta diberikan di kelas (I
(tiga) di Rumah Sakit.

4) Pelayanan obat-obatan dan alar/bahan medis habis pakai.

3) Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik
lainnya.

Untuk  kasus kronis  yang memeriukan  perawatan

berkelanjutan dalam waktu lama, seperti Diabetes Mellitus,

Gagal Ginjal, Kanker, dll, surat rujukan dapat berlaku selama

I bulan. Untuk kasus kronis lainnya seperti kasus gangguan

Jiwa, kusta, kasus paru dengan komplikasi, surat rujukan

dapat berlaku selama 3 bulan. Pertimbangan pemberlakuan

waktu surar rujukan (1 atau 3 bulan) didasarkan pada pola
pemberian obat,

13
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Pelayanan darah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
paket tarif INA-DRG sehingga tidak dapat diklaimkan
terpisah.

. Pelayanan RJTL dan pelayanan RITL di PPK lanjutan
dilakukan secara terpadu sehingga biava pelayanan
kesehatan diklaimkan dan diperhitungkan menjadi satu
kesatuan menurut INA-DRG. Dokter berkewajiban melakukan
penegakan diagnosa yang tepat sesuai ICD-10 dan [CD-9 CM
sebagai dasar penetapan kode INA-DRG. Dalam hal tertentu,
tenaga Koder RS dapat membantu proses coding diagnosa
dokter. Dokter penanggung jawab harus menuliskan nama
dengan jelas serta menandatangani berkas pemeriksaan
(resume medik).

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksansan INA-DRG versi 1.6
dalam program Jamkesmas dilakukan dengan Petunjuk Tekmis
tersendirl yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan
Medik. Proses aktivasi dan instalasi software INA-DRG versi 1.6
dilakukan dengan konsultasi ke Center for Casemix Kementerian

Kesechatan RI

. Pada kasus-kasus dengan diagnosa yang kompleks dengan
severity level-3 menurut kode INA-DRG harus mendapatkan
pengesahan dari Komite Medik atau Direktur Pelayanan atau
Supervisor yang ditunjuk/diberi tanggungjawab oleh RS
untuk hal tersebut.

. Pasien yang masuk ke instalasi rawat inap sehagai kelanjutan
dari proses perawatan di instalasi rawat jalan atau instalasi
gawat darurat hanya diklaim menggunakan 1 (satu) kode
INA-DRG dengan jenis pelayanan rawat inap.

. Pasien yang datang ke 2 (dua) atau lebih instalasi rawat jalan
dengan dua atau lebih diagnosa akan tetapli diagnosa
tersebut merupakan diagnosa selunder dari  diagnosa
utamanya maka diklaimkan menggunakan 1 (satu) kode INA-
DRG.

. PPK lanjutan melakukan pelayanan dengan efisien dan efektif
agar biaya pelayanan scimbang dengan tarif INA-DRG.

Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta, tidak
boleh dikenakan iur biaya cleh PPK dengan alasan apapun
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ALUR PELAYANAN KESEHATAN

Peserta
Loket pendafiaran Puskesmas
Pelayanan
Kesehatan [, Fulang RJTL

RS 3 2 Pela

> T b yanan Fulang
Rujukan (PPATRS) dikatuark Keseghatan
j: an Askes R”.L
Vernftkasi Kepesentaan
,;
Pelayanan

Dala Base Kepesertaan
(Pelugas PT Asxas)

£

IGD

Kasus Gawal E— r
Carurat
Peserta

Pemberlakuan INA-DRG di PPK lanjutan meliputi berbagai aspek
sebagai satu kesatuan yakni; penyiapan software dan aktivasinya,
administrast klaim dan proses verifikasi. Agar dapat berjalan dengan
baik, dokter harus menuliskan diagnosis dan tindakan dengan lengkap
menurut ICD-10 dan arau [CD-9 CM, melaksanakan pelayanan sesual
dengan clinical pathway dan menggunakan sumber daya yang paling
efisien. Koder menerjemahkan diagnosis dan tindakan ke dalam ICD 10
dan ICD 9 CM. Selanjutnya petugas administras: klaim PPK lanjutan
melakukan entri data klaim dengan lengkap dan menggunakan
software INA-DRG versi 1.6, Pada kasus severity level 3 perlu dilengkapi
dengan pengesahan dari Komite Medik atau Direktur Pelayanan atau
SUPErvisor.
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Petayanan Menurut ICD-10
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(11

MERNTERI nr3SHATAN
REPLBLIK JMEONESIA

Alur Pelaksanaan INA-DRG ver 1.6 dan Admlnistrasi Klaim

Coder J l \ _AdmkeuRST /v \Yerlikator Independen

Deta - Cek

‘t..z{'_ s . Nz
N ]

=

Data Diagnosa: | - Dala dasar pasien Terkamas dafam

1D - sabuan Txtiile
ICD-10 dan ICD-GCM - Diagnosa & ———

Tindakan
- INA-DRG ( N\

= Yanl

- Nama, SKP, Nama
Dr, 11d, sil rujukan
Pepgesanan Komdik
i YanfSupernsor
ulk SL-3 |

| = Melengicap betkas |
penunjang

= Melakukan Klaim ‘

Biaya transpoert rujukan pasien dar Puskesmas ke PPK lanjutan di
Kabupaten/Kota setempat menjadi tanggung jawab Puskesmas yang
merujuk, sedangkan biaya transportasi pemulangan pasien dari RS
serta rujukan dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainnya tidak
ditanggung dalam program il sehingga menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah asal peserta.

C. MANFAAT
Pada dasarnva manfaat vang disediakan bagi peseria bersifat
komprehensif sesuai kebutuhan medis, kecuali beberapa hal yang
dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif
tersebut meliputi antara lain;
L. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada
Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan :
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Konsulrasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan
kesenatan
Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin)
Tindakan medis kecil
Pemeriksaan dan pengobatun  gigi. termasuk cabut/
tambal
5) Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menvusui, bayi dan balita
6) Pelavanan KB dan penanganan cfek samping (alat
kontrasepsi disediakan BKKBN])
7} Pemberian obat.
Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada
Puskesmas Perawatan, meliputl pelayanan .
1) Akomedasi rawat inap
Z) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan
kesehatan

) Labeoratoriuum sederhana (darah, urin, dan {eses rutinj

) Tindakan medis kectl
3) Femberian obut

2) Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED)
Biaya pelavanan rawat inap tingkat pertamsa tdak diklaimkan
sceara terpisah akan tetapi menjadi bagan dan kapitas) dana

—
[

S I

pelavanan keschatan dasar

Persalinan  normal  dilakukan di Puskesmas non-
perawatan/idan «<i desa/Pohndes/dirumah pasien/praktek
bidan swasla.

Pelayanen gawat darural (emergency). Kriteriafdiagnosa
gawat darurat, sebagaimana terlampir. (Lampiran 6)

2. Peluyanan keschatan di PPX Lanjutan:

f.

Rawat Jalan Tipgkat Lanjutan (RJTL) di RS dan Balkesmas

meliput:

1] Konsultasl medis, pomerthsaan fisik den penyvuluhan
keschatan oleh dolkter spesialis/umiim

2) Rehabilitasi medik

3] Penunjang diagnostik: laboratorinm klinik, radiclogt dan

elektromedik

) Tindalin medis

Pemenksaan dan pengobatan gigl tingkat lanjutan

5) Pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasca
persalinany keguguran, penvembuhan efele samping &
lkomplikasinva (kontraseps) disediakan BKKBN)

7) Pemberian obat mengacu pada Formularium

I8
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Pelayvanan Yang Tidak Dijamin (Exclusion)

a. Pelayanan vang tidak sesuar prosedur dan ketentuan

b. Bahan, alat dan tindakan vang bertujuan untuk kosmetika

c. General check ug

d. Prothesis gigl tiruar.

¢. Pengobatan altemnatif (antara lain alkupunktur, pengobatan
tradisional) dan  pengobzatan lain vang belum terbukti secara
imah

. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam
upava mendapat keturunan. termasuk bayi tabung dan
pengobatan impotensi.

g. Pelayanan kesehatan pada musa ranggap daruarat bencana
alam, kecualli memang vang bersangkutan sebagal peserta
Jamkesmas

h. Pelayanan keschatan vang diberikan pada kegratan bakh
sosial

D. PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN {PPK)

1.

Jaringan Pemben Pelavanan  Kesehatan (PPK) dalam program
Jamkesmas  adalal: PPK vang telah bekerja sama dalam
program Jamhkesmas.,
Jaringan PPK program Jamkesmuas sebagaimana dimaksud
butir 1 dikembangkan oleh Dinas Keschatan Kab/hota setempat
berdasarkan kebutuhan dengan mcmpertimbangkan
berjalannya proses pengabsahan pesvrta oleh petugas PT Askes
(Persero) serta verifikasi oleh Verifikator Independen.
Jaringan PPK membuat Penanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim
Pengelola Jamkesmas Kab/Kota sctempat vang diketahul oleh
Tim Pengelola Provinsi mehiputt berbagai aspek pengaturannya
dan ciperbaharu: ssuap tabunnya apabila PPK lanjutan tersebut
masih berkeinginan mepjadi PPK lamutan program Jamkesmas.
Janngan PPK baru vang berkeinginan bekerjasama dalam
program Jamkesmas, mengajukan permehionan tertulis kepada
Tim Pengelola Jamkesmas Kab/Kota serempat disertar dokumen
lengkap terdwi dar ¢
1} Probl PPIK
2) Perizinan PPK pemohion (fin telap ataw ijin  operasional
sementars)
3) Penetapan kelas RS (kelas A, B, €, artau D) dar Kementerian
Kesehatan, Whusus Balkesmas disetarakan dengan RS kelas
C/D

20



MENTER] KESEHATAN
BEPUTLEK (NDONESIA

4) Pernyataan bersedia mengilauti ketentuan dalam program
Jamkesmas  sebagaimana diatur dalam pedoman
pelaksanaan program Jamkesmas, ditanda tangani diatas
materai Rp. 6000,- ocleh Direktur Rumah Salkit

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 4

diatas maksa Tim pengelola Kab/Kota setempat memberikan

penilaian terhadap PPK pemohon, apabila telah memenuhi
persyaratan diatas, maka dilakukan PKS antara Tim Pengelola

Jamkesmas Kab/Kota dan PPK, diketahui oleh Tim Pengelola

Provinsi. (Contoch PKS dapat diakses di website www.jpkm-

online.net).

Selanjutnya Dinas Kesehatan Kab/Kota melaporkan PPK vang

telah melakukan kerja sama kepada Tim Pengelola Jamkesmas

Pusat bersama nomor rekening PPK lanjutan yang

bersangkutan, wuntuk didaftarkan sebagai PPK Jamkesmas

dengan keputusan Ketua Tim Pengelola JAMKESMAS Pusat.

V. TATA LAKSANA PENDANAAN

Tata laksana pendanaan terdini dari: a) Ketentuan Umum, b) Sumber
dan Alokasi Pendanaan, ¢) Lingkup Pendanaan, d) Penyaluran Dana ,
¢) Pencairan, Pemanfaatan dan Pertanggung jawaban Dana.

A. KETENTUAN UMUM

1.

2

3

4.

Pendanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
merupakan jenis belanja bantuan sosial.

Pembayaran ke PPK Puskesmas disalurkan langsung dari Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui PT. POS,
sedangkan pembayaran ke PPK lanjutan diluncurkan langsung
dari KPPN ke rekening niasing-masing PPK lanjutan Jamkesmas
melalul BANK.

Pertanggungjawaban dana luncuran letap menggunakan pola
pembayaran dengan INA-DRG dan berlaku untuk seluruh PPK
lanjutan. Pada saatnya apabila semua PPK dan Tim Pengelola
Pusat telah siap, akan dilakukan perubahan pola
pertanggungjawaban dana dengan pola klaim.

Peserta tidak boleh dikenakan iur biaya dengan alasan apapun.
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2.a. Operasional Manajemen Tim Pengelola dan Tim

Koordinasi Jamkesmas Pusat

Dana Operasional Manajemen Tim pengelola dan Tim

Koordinasi Jamkesmas Pusat adalah dana APBN yang

dialokasikan melalui DIPA Pusat Pembiayaan dan Jaminan

Kesehatan, Setjen Kementerian Kesehatan RI, dana tersebut

dipergunakan untuk kegiaran-kegiatan sebagai herikut:

Administrasi kepesertaan,

Koordinasi Pelaksanaan dan Pembinaan programni,

Advokasi, Sosialisasi,

Bimbingan Teknis,

Pelatihan Petugas Coder dan Klaim RS, Verifikator

Independen,

{. Midterm dan Enterm di tingkat Pusat,

g. Kajian dan survey,

h. Pembayaran honor dan operasional,

1. Perencanaan dan pengembangan program,

J. Pengelolaan Pelaporan Pelaksanaan Jamkesmas,

k. Pengembangan dan Pemantapan Sistem Informasi
Manajemen (SIM) Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), Software Jamkesmas,

1. Penanganan pengaduan masyarakat.

IS I

2.b,Operasional Manajemen Tim Pengelola dan Tim

Koordinasi Jamkesmas Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana Operasional Manajemen Tim Pengelola dan Tim

Koordinasi Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dana

operasional yang bersumber dari APBN dan disediakan

melalui dana dekonsentrasi dan kontribust dana APBD, yang

penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan antara lain:

a. Pembayaran honorarium tim pengelola dan tim
keordinasi Jamkesmas Prov/Kab/Kota

b. Operasional Tim Pengelola dan  Tim  Koordinasi
Jamkesmas Daerah

c. Koordinasi Pelaksanaan, Konsultasi dan Pembinaan

program

Sosialisasi program bagl stakeholder dan melalul media

Evaluasi program di Kabupaten/Kota dan Provinsi

Pengelolaan Pelaporan Pelaksanaan Jamkesmas di

Provinsi/Kab/Kota

& o
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D. PENYALURAN DANA

1. Danga Pelayanan Kesehatan
a. PUSKESMAS

1)

2)

3)

Dana untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas di
Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung dari
KPPN ke Puskesmas melalu pihak PT. Pos Indonesia.
Penyaluran dana ke Puskesmas berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
mencantumkan nama, alokasi, dan rekening Puskesmas
penerima dana.

Pengaturan lebih rinci tentang penyaluran dan
pemanfaatan dana di Puskesmas dan Jaringannya di atur
lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis tersendiri melalui
Surat Keputusan Dirjen Bina Kesmas yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pedoman
pelaksanaan Jamkesmas.

b. RUMAH SAKIT/BALKESMAS

1)

2)

3)

Dana wuntuk Pelayanan Kesehatan di PPK lanjutan
disalurkan langsung dari KPPN ke rekening PPK lanjutan
melalui Bank. Peluncuran dana ini dilakukan secara
bertahap,

Penyaluran Dana Pelayanan ke PPK lanjutan berdasarkan
Surat  Keputusan  Menteri Kesehatan RI  yang
mencantumikan Nama PPK Lanjutan, besaran dana
luncuran vang diterima.

Perkiraan hesaran dana luncuran pelayanan kesehatan
dilakukan  berdasarkan  perhitungan atas laporan
pertanggungjawaban dana PPK Lanjutan.

Dana Jamkesmas yang disalurkan ke rekeming PPK
lanjutan sebelum dipertanggungjawabkan dengan
mekanisme INA-DRG belum menjadi pendapatan PPK
lanjutan dan tidak dapat dicairkan

Apabila terjadi kekurangan dana lancuran pelayanan
kesehatan  pada akhir tahun anggaran, akan
diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun selanjutnya,
dan sebaliknya bila terjadi kelebihan dana pelayanan
kesehatan pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut
menjadi sumber dana pelayanan kesehatan tahun

| selanjutnya.

J
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Pengaturan teknis tentang alokasi, penyaluran, pencairan,
pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana pelayanan
kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dibuat
dalam Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar yang
ditetapkan tersendiri dengan keputusan Dirjen Bina

Kesmas.

b. RUMAH SAKIT/BALKESMAS
b. 1. PERTANGGUNGJAWABAN

Ly

%)

PPK Lanjutan membuat pertanggungjawaban Dana
lunicuran pelayanan kesehalan dengan menggunakan
Software INA-DRG Versi. 1.6, yang berlaku sejak |
Mare1 2010.

Selanjumya  péertangeungjawaban  tersebut akan
diverilikast  olelh  Verifikator [ndependen dengan
mengguinakan Soltware verilikasi Klaim Jamkesmas,
Sewlah verifikast dinvatakan layak oleh Venfikator

lndependen, selanjumya pertanggungjawaban
tersebut  ditandatangani  oleh  Direktur  Rumah

Sakit/Kepala Balai  Kesehatan  Masvaralkat A1l
Verilikator Independen.

Pertanggungjawahan dana  Jamkesmas i PPE
lantan menjadi sah seteioh mendapat persetujuan
dan ditandatangani Direkiar/Kepala PPK  lanjutan
dan Verifikator [ndependen.

Selanjutnya PPK lanputan mengirimkan secara resmi
laporan pertanggungiawaban dana Jamkesmas dalam
bentuk hard copy vaitu form 1C, 2C, 3, dan koreksi
(Lampiran 9} serta solt copy dalam satu CD vang
memuat (1) Ble st INA-DRG: (2) file 1t administrasi
kiaim; [3) Raw data V! kepada Tim  Pengelola
Jamkesmas  Pusat  dan  tembusan  kepada Tim
Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota dan Provinsi
berupa hardcopy lorm 3 sebagal bahan monitering,
svaluas! dan pelaporan.

Pertanggungjawaban dana vang diterima oleh Tim
Pengelola Jamkesmas Pusat akan dilakukan telaah
dan selanjutnya dibernikan umpan balik sebagar upaya
pembinaan,
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7) Pelaporan pertanggungjawaban dana disertal dengan
hasil kinerja alas pelayanan  kesehatan di PPK
lanjutan melipun kunjungan Rawat Jalan Tingkat
Lanjutan (RJTL), kunjungan kasus Rawat I[nap
Tingkat Lantan {(RITL), discrtar dengan karakteristik
pasien, sepulubh penyakit terbanyak dan sepuluh
penyakit dengan biaya termahal.

Apabila terjadi selisih antara jumlah yang
dipertanggungjawabkan RS dengan hasil telaah Tim'
Pengelola Jamkesmas Pusat, maka akan diperhitunghkan '
pada pencairan dana berikutnya.

Pertanggungjawaban dana Jamkesmas pada RS Khusus
(RS Jiwa, RS Kusta) digunakan ketentuan sesuai Surat
Edaran Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor
JP.01.01/1/3392/2009 tanggal 2 September 2009 tentang
Edaran Pelaksanaan JamKkesmas 2009 (Lampirap 5)

Tarif Balkesmas dalam implementasi INA DRG disetarakan |
dengan RS kelas C/D dan RS yang belum mempunyai|
penetapan kelas ditetapkan setara dengan kelas C/D.
Pada RS Khusus yang melayani pelayanan kesehatan
lumum maka diberlakukan dua tarif INA-DRG sesuai
ldengan penctapan kelas oleh Direktur Jenderal Bina
|, Pelayanan Medik

b.2 PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN

1} Dengan telan diandatanganinya pertanggungjawaban
dana oleh Direktiur PPK lamjutan/Kepala Balal dan
Verilikator  Independen, maka PPK lanjutan sudah
dapat mencairkan dana pelavanan kesehatan tersebut
denganr  hatas pencairan  sejumlah  dana yang
dipertangguugiawabkan,
Dana yvang sudah dicairkan, bagt RS Daerah vang
belum berstatus BLUD, pengelolaan darn
pemanfaatarnya  discralikan  kepada — mekanisme
daerati. Apabila rerjadi selisih positif (surplus) vang
disgbablan tarif perda sctempat lebih rendah dari

L2

pendapatan klaim Jamlcesmas maka pengaturan seiisih
dana vang ada diawr oleh kebijakan daerah seperti SK
Gubermar/ Bupsti/ Walikora,
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Unwuk RS Daeralhh dan  Vertikal vang berstatus
BLU/BLUD, mengilkuti ketentwan BLU/BLUD. Dan
untux RS Swasta mengikutl ketentuan yang berlaku di
RS tersebut.

3) Pemanfaatan atas dana luncuran yvang telah imenjadi
hasil kinerja pelayanan kesehatan sebagal
penerirnaan/pendapatan atas kiaim pelayanan, dapat
digunakan scsuar kebutuhan dan ketentuan masing-
masing, aniara lain jasa medis/jasa pelayanan, jasa
surana, pemenuhan kebutuhann bahan medis habis
pakzi, dana operasional, pemeliharaan, cbat, darah dan
administras:  pendukung  lainnya.  Khusus  untuk
belanja nvestasi; misalnya  untuk  rehabilitast alauy
pembangunan dan perluasan gedung, harus mendapat
persetujuian kepala Dinas Keschatan Provinst bagh RS
Dacrah dan persetwjuan dari Dijern Bina Yanmed
untuk RS Vertikal.

4) Seluruh berkas dokumen pertanggungjawaban dana
disimpan oleh RS, dan akan diaudit kernudian oleh
Aparat Pengawas Fungsional [APF).

1Bla5rd jasa medis/jasa pelayanan ditetapkan Direktur RS
setmng tingginya 44% (empat puluh empat persen) atas biaya
pelayanan kesehatan vyang dilakukan. Jasa medis/jasa
pelayanan tersebut meliputi biaya untuk pemberi pelayanan
dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan
medis, perawatan, konsultasi, wvisite, dan/atau pelayanan
| medis lainnya, serta untuk pelaksapa administrasi peiayanan._J

2. Dana Operasional Manajemen
Pencairan, Pemanfaatan Dan Pertanggungjawaban
a. Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas Pusat
1) Tim Pengelola dan Tim Koordinas) Jamkesmas Pusat

membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) untuk
serahun.
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2) Tim Penaelola dan Tim Koerdinasi Jamkesmas Pusat
membuat rencana pencairan dana untuk melaksanakan
keglatarn.

3) Pencairan dana dilaksanakan sesuat dengan peraturan
yvang berlalku melalul KPN V,

4) Dana yang telah dicairkan dimanfaatkan untuk kKegiatan
operasional Tim Pengelola dan Tim Koordinas: Pusat.

3) Selanjutnya dana vang telah dimanfaatkan dipertanggung
jawabkan sesual ketenruan dalam APBN.

Tim  Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas

Provinsi/Kabupaten/Kota

1} Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas Provinsi

membusat Rencana Delaksanann Kegiatan (RPK) untuk

setahun.

Tim  Pengelola dan  Tim Koordinasi Jamkesmas

Kabupzien/Keta membuat dan mengusulkan kegiatan-

Keglatan vang akan dilaksanakan.

Tim Pengelola Jamkesmas Provinst membuat rencana

pencairan  dana untuk melaksanakan kegiatan  dan

rencana  pencairan ke  Tim  Pengelola  Jamkesmas

o

"4
[y
Eaniys)

Kabuparen /Kota,
Pencairan dana chilaksanakan sesuai dengan peraturan

&

vang beriaku
Dana vang telah dicairkan dimanfaatkan unwulk kegiatan
operasional Tun Pengelula dan Tim Koordinas) Jamkesmas

o

Provinsi/ Kabupaten/Kota,

0) Selanjutnya dana yang telah dimantaatkan
dipertanggungiawabkan sesual ketentuan dalam APBN.

7) Tim Pengelola Jamkesmas Previnst harus melaporkan
pemaniaatan dana dekonsentrast Operasional Manajemen
Jamkesmas melalul Dinas Kesehatan Provinsi kepada Tim
Pengelola Jamkesmas Pusat. (Lampiran 10)

Lt
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Secara lengkap alur penyaluran dan pertanggungiawaban dana
Jamkesmas dapat digambarkan sebagai berikut:

ALUR PENYALURAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

TIM PENGELQLA
IAMKESMAS PUSAT
ki ENGUII
. PENGLU ,
KPPN - ' VERIFIKATOR
g PUSAT
! &
SPOT « BID, KEU
SPID [ PK (SPP) 5
' 2
BANK KPPN
PERTANGGUNGIAWABRAN
Y ' KEUANGAN DAN
LAPORAN EINERJA
l PELAYANAN KESEHATAN
REK BANK
RS
Coders RS dan
Admin Klaim
RS & Keterangan :
— : Luncuran Dana
=
Verifikasi oleh m—- ; Pertanggungjawaban
Veritikator
Independent
L

F. VERIFIXASI

Verifikast adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi
pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh PPK.
Verifikast  ¢i  Puskesmas dilaksanakan oleh Tim Pengelola
Jamkesmas Kabupaten/Kota sedangkan verifikasi di PPK Lanjutan
dilakukan oleh Verifikator Independen. Standar pelaksanaan
verifikasi di1 puskesmas dan PPK lanjutan diatur lebih lanjut dalam
petunjuk teknis verifikasi tersendiri yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari pedoman ini.
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Verifikasi atas pelayanan keschatan dalam program Jamkesmas di
PPK lanjutan meliputi:

a.

cl.

verifikasi administras] kepesertaan meliputi kartu peserta/surat
keterangan (lihat bab 3) lain yang sah oleh instansi yang
berwenang, No 3KP, surat rujukan.

administrasi pelayanan meliputi nama pasien, No SKP, Nama
dokter pemeriksa, tanda tangan komite medik (pada kasus yang
masuk dalam Severity Level 3)

administrasi keuangan meliputi buliti pembayaran taril paket
INA-DRG dilampiri dengan form pengajuan klaim [INA-DRG 1A
dan INA-DRG 2A. (Lampiran 1]

Tenaga Pelaksana Veribkasi dalam melaksanakan tugas sechari-
hart di PPK  Laniutan berada di bawah pembinaan dan
keoordinasi Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota,
Penunjulkkan Koordinator untuk RS yang memiliki lebili dam
satu  verifikator  independen  sebagai  penanggungjawab
persetujuan rekapitulasi Klain.

PROSES VERIFIKASI
Proses verifikast dalam pelaksanaan Jamkesmas, melipuu:

o

Pemeriksaan kebenaran dokumen identitas peserta Jamlkesmas
oleh PT. Askes {Prisero)

Pemeriksaan Surat Rujukan dan Penerbitan SKP cleh PT. Askes
(Persero).

Memastikan dikeluarkannys rekapitulasi pengajuan klaim oleh
petugas R3 scsual dengan ormal vang ditentukan.

Pemeriksaan kebenaran penulisan diagnosa, praosedur, No. Kade.
Pemeriksaan kebenaran besaran taril sesual diagnosa, prosedur,
No. Kode.

Rekapitulast pertanggungawaban  dana PPK lanjutan yang
sudahn layak bayar,

Munatidatangan tckapuwlasi pertanggung jawaban dana PPK
lanjutan.

Memuasukan Direktur RS/ Kepala Balai Kesehatan
menandatangani  rekapitulast Japoran  pertanggungjawaban
dana.

Membuat  luporan  hasil pekerjaan bulanan kepada  Tim
Pengeloln Jamkesmas Kabupaten/Kota (Lampiran 12)
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VI. PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jamkesmas terdin dari Tim
Pengelola dan Timn Koordinasi di Prsat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,
Pelaksana Verifikas: di Pemben Pelayanan Kesehatan (PPK) serta PT.
Askes (Persero) sebagai pengelola manajemen kepesertaan.

A. TIM PENGELOLA JAMKESNMAS
Tim Pengelola Jamkesmas melaksanakan pengelolaan jaminan
keschatan bagt peserta meliputi keglatan-kegiatan manajemen:
kepesertaan, pelayanan, Keuangan, perencanaan, SDM, informas:,
hulkum dan orpanisasi serta telaah hasil verifikasi.

1. TIM PENGELOLA JAMKESMAS PUSAT
Timm Pengelola Jamkesmas diretapkan dengan SK Menten
Keschatan tentang Tim Pengelola Jamkesmas Pusat Tahun
2010. Keberadaan udm ini bersifat internal lintas program
Kermenterian Kesehatan.
Menteri Keschatan membentuk Tim Penpelola Jamkesmas Pusal
terdiri dari Peiindung, Pengarah, dun Pelaksana Teknis.
Sebagal  Pelindung adalah  Menteri Kesehatan sedangkan
Pengarah terdiri dari para Pejabatl Eselon I di bawah koordinasi
Sckretans Jenderal Kementerian Kesehatan.
Pelaksana Tekmnis terdin dan Ketua, Wakil Ketua, Sekretars,
Anggota yvang terdin dari Pejabat Eselon I, 1T dan I terkait di
Kementerian Kesehatan dan Bidang-Bidang yang terdiri dan
Bidang Admimistrasi Umum, Perencanaan, SDM, [nformast dan
Hukor, Bidang Kepesertaan, Bidang Pelayanan Kesehatan,
Bidang Keuangan, dan Bidang Verifikasi.

Struktur Organisasi Tim Pengelola JAMKESMAS Pusat
I. Pelindung : Menteri Nesehatan Rl
I1. Pengarah v Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
dan para Pejahat Eselon 1 di lingkungan
Kementenan Keschatan
1I1. Pelaksana Teknis :
Ketua : SAM Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan
Masyaralkat
Wakil Ketwa - SAM Bidang  Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Desantralisasi
Sekretaris : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehalan
Angeota 1 Pejabat Eselon 1 dan 111 terkait

lod
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Bidang-Bidang yang meliputi :

s

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, SDM,
Informasl dan Hukor: terdiri dari Penanggung Jawab,
Ketua Bidang Administrasi Umum beserta anggota, Ketua
Bidang Perencanaan & Penganggaran beserta anggota,
Ketua Bidang SDM beserta anggota, Ketua Bidang Sistem
Informasi Manajemen & EDP beserta anggota, Ketua
Bidang Hukum & Organisasi beserta anggota.

Bldang Kepesertaan: terdiri dari Penanggung Jawab,
Ketua Bidang Pendataan dan Registrasi beserta anggota,
Ketua Bidang Penanganan Keluhan dan
Advokasi/Sosialisasi beserta anggota.

. Bidang Pelayanan Kesehatan: terdin dari Penanggung

Jawab, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar beserta
anggota, Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
beserta anggota.

. Bidang Keuangan: terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua

Bidang Pertanggungijawaban dan Klaim beserta angggota,
Ketua Bidang Pembayaran beserta anggota,

Bidang Veriftkasi: terdiri dari Penanggung Jawab
Verifikasi Umum, Penanggung Jawab Verifikasi Teknis,
Ketua beserta anggota.

Tugas Tim Pengelola Pusat
Pengarah :

a.

merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan
teknis, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat [Jamkesmas) agar sejalan dengan UU Nomor
40 tahun 2004 tentang SJSN.

. melakukan pengawasan dan pembinaan atas kebijakan

yang telah ditetapkan.
melakukan sinkronisasi dan  koordinasi  terkait
pengembangan kebijakan.

. memberi masukan kepada Menteri Kesehatan terkait

pelaksanaan program Jamkesmas.

Pelaksana Teknis ;

a.

by,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan vang telah
ditetapkan oleh pengarah.

menyusun  pedoman  teknis  pelaksanaan, penataan
sasaran, peénataan sarana pelayvanan kesehatan (pemberi
pelayanan kesehatan).
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2. TIM PENGELOLA JAMKESMAS PROVINSI

Tim pengelola Jamkesmas Provinsi bersifat internal lintas
program di Dinas Xesehatan Provinsi. Jamkesmas merupakan
sualtu sistem yang memadukan subsistem pelayanan kesehatan
dan subsistern pembiavaan kesehatan, karena itu dalam
pelaksanaannya sebaiknya Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi
melibatkan berbagai bidang/subdin terkait vang tdak terlepas
dari tugas polkok dan fungsi dari masing-masing bidang atau
subdin-subdin di Dinas Keschatan.

Kepala Dinas Keschatan Provinsi membentuk Tim Pengelola
Jamkesmas Provinsi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua sebagal
Penanggung Jawab yang dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi;, 1 (satu) orang Sekrelaris sebagai  koordinater
operasional dijabat oleh seorang Kasubdin/Kabag/Xabid yang
membidangi pembiayaan/jaminan kesehatan; 2 (dna) orang staf
koordimnator, yaitu: 1 (satu) orang staf Penanggung Jawab yang
membidangi kepesertaan & pelayanan, dan (satuw) orang staf
Penanggung Jawab bidang Administrasi & Keuangan. Stuktur
tim int bersifat minimal, apabila Dinas Kesehatan Provinsi ingin
memperluas masih  dimungkinkan sepanjang tersedia dana
penunjang untuk raendukung aktifitas Tim Pengelola,

Tugas Tim Pengelola Provinsi :

a, melaksananalian kebijakan yang telah ditetapken Tim
Pengelola Jamkesmas Pusat.

b. bertangrung jawab dalam  pengelolaan  manajemen

penycelenggaraan Jamkesmas sccara keseluruhan di wilayah

kerjanya.

mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan dan

administras: keuangan dalam penyelenggaraan Jamkesmas.

d. memfasilitasi permasalahan lintas batas.

e. bertundak atas nama Menteri  Kesehatan melakukan
rekriiimen  dan  menvampaikan  usulan  pengangkatan,
pemindahan  dan  pemberhentian  tenaga  verifikator
independen yang bekeria di seluruh PPK jaringan yang
berada di provinsinya atas usulan Tim Pengelola Jamkesmas
Kabupaten/Kota.

f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan
Jamkesmas di wilayah kerjanya.

it
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g. memiasilitasi pertemuan  sccara  berkala dengan Tim
Kogrdinasi sesual keburuhan dalam rangka sinkronisasi,
hartnorisasi, ovaluasi, dan penyelesaian masalah lintas
sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmas di
DIOVINSI.

I, membuat laporan sccara berkala atas pelaksanaan
Jamkesmas di wilayahnya kepada Tim Pengelola Jamkesmas
Pusat,

1. menangani penyelesaian keluhan dari para pihak.

]. mencruskan hasil rekruitmen PPK dari Dinkes
Kabupaten/Kota ke Pusat.

k. memonitor pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan PPK vyang
menyelenggarakan Jamkesmas di wilayah kerjanya.

1. mclakukan pengawasan lan  pemeliharaan  terhadap
invenitaris harang yang telah diserahkan Kementenan
Kesehatan untuk menurniang pelaksansan Jambkesmas di
dacrahnya.

m. menyusun dan menyampaikan laporan atas semua hasil
pelaksanaan tugas penvelenggaraan Jamkesmas kepada Tim
Pengelala Jamkesmas Pusat.

TIM PENGELOLA JAMKESMAS EABUPATEN/KOTA

Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota bersifat internal
lintas progrem di Dinas Keschatan Kabupaten/Kota. Jamkesmas
merupakan suatu sistern vang memadukan subsistem pelayanan
kesehatan dan subsistem pembiayaan keschatan karena itu
dalam pelaksanaannya schaiknya Tim pengelola Jumkesmas
Kabupaten/Kota melibatkan berbagal bidang/subdin terkait
yang tdak terleras tugas pokok dan fangsi dari bidang atau
subdin-subdin di Dinas Keschatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk Tim
Pengeiola .Jamkesmas  Kabupaten/Kota. Tim  Pengelola
Jamkesmas Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) orang ketua
sebhagal penanggung jawab vang dijabat oleh Kepala Dinas
Kesenhatan Kabupaten/Kota; 1 (sali) orang sekrotaris sebagal
koordinator operasional orang dijabat oleh sulah  scorang
lkasubdin/kasudil vang membidangl pembiaysan/jaminanan
kesehatran; 3 (tga) orang staf koordinator yang membidang
kepesertaan, pelayanan, adrunistrast den keuangan.
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Sekretariat

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pembiayaan
dan Jaminan Kesehatan dibantu Ketua Bidang
Pelayanan, Ketua Bidang  Keuangan, Ketua
Bidang Kepesertaan serta anggota Sckretariat.

. TIM KOORDINASI PROVINSI

Gubemur membentuk Tim Koordmnasi Program Jamkesmas

Tingkat Provinsi terdin dari Pelindung, Ketua dan Anggota scrta

Sekretariat. Tim koordinasi bersifat lintas sektor terkait dalam

pelaksanaan program Jamkesmas, diketuai oleh Sekretans

Daerah Provinsi dengan anggota terdiri dari Pejabat terkait.

Tugas :

a, Menetapkan arah kebijjakan koordinasi dan sinkronisasi
pragram Jarminan Kesehatan Masyarakat di tingkat Provinsi
dengan tetap mengacu pada kebijakan pusat

b. Melakukan  pembinaan dan  pengendalian  program
Jamkesmas di provins.

¢. Melaksanakan pertemuan dalam rangka review/evaluasi
sesual kebutuharn

d. Menyelesaikan permasalahan Jamkesmas yang menyanpghout
lintas sektor di tingkat provinst

f. Menggali sumber daya yang diperlukan dalam rangka
menmngkatkan pelaksanaan di daerahnva melalui advokasi ke
DPRD, PEMDA, organisasi kemasyarakatan, swasta/dunia
usaha lainnya.

Struktur Tim Koordinasi Jamkesmas Tingkat Provinsi
berikut:

Pelindung » Gubernur
Ketua . Sekretaris Daeral
Anggotn : Kadinkes Provinsi

; Asisten Kesra

: Direktur Rurnah Sakit

: Ketua Komisi DPRD yvang membidangi Kesehatan

: Kepala PT. Askes (Persero) Regional/ Cabang
Sekretariat
Ketua : Kasubdin/Kabid yang bertanggung jawab pada

program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Staf Sekretariat: 2 orang

42



MENTER RESERA RN
REFUBLIK IMDORESA

3. TIM KOORDINASI KABUPATEN/KOTA

Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas

Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dar Pelindung, Ketua dan

Anggota serta Sekretariat, Tim koordinasi bersifat lintas sektor

terkait dalam pelaksanaan program Jamkesmas, diketuai oleh

Sekretaris Dacerah Kabupaten atau Kota dengan anggota terdiri

dari Pejabat lerkait,

Tugas

a. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisas:
Program Jamkesmas Tingkat Kabupaten /Keta;

b. Melakukan  pembinaan dan  pengendalian Program
Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota;

c. Melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala
sesuai kebutuhan;

d. Menyelesaikan permasalahan Jamkesmas yang menyangkut
lintas sektor di tingkat Kabupaten/Kota,

e. Menggali sumber daya vang diperlukan dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan di daerahnya melalui advokasi ke
DPRD, PEMDA, organisasi kemasyarakatan, swasta/dunia
usaha laimnnya.

Struktur Tim Koordinasi Program Jamkesmas Tingkat
Kabupaten/Kota berikut :

Pelindung : Bupati/ Walikota
Ketua : Sekretaris Daerah
Anggota  Kadinkes Kabupaten/Kota

: Asisten Kesra

: Direktur Rumah Sakit

: Ketua Kormsi DPRD yang membidangi Kesehatan

: Kepala PT. Askes (Persero) Cabang/ AAM
Sekretariat
Ketua : Kasubdin/kabid yang bertanggung jawab

program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Staf Sekretariat: 2 orang

C. PELAKSANA VERIFIKASI
Tenaga Pelaksana Verifikasi adalah tenaga vang memiliki
pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan administrasi
Jdaim meliputi aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, keuangan
dan mampu melaksanakan fugasnya secara professional serta telah
mengikuti pelatihan.
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Prosedur rekrutmen dilakukan sesual Keputusan Menter:
Kesehatan Nomor 180/MENKES/SK/I[/2009 tentang Pedoman
Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1241 /MENKES/SK/XII/2009 tentang Perubashan Atas Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 160/MENKES/SK/II/2009 Tentang
Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Keschatan Masyarakat. Adapun
jumlah tenaga pelaksana verifikasi 2010 masih mengacu pada
jumnlah tenaga pelaksana verifikasi Tahun 2009.

Lingkup Kerja Pelaksapa Verifikasi:

1. Melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan,;
2. Melaksanakan venifikasi administras: pelayanan;
3. Melaksanakan venfikasi administrasi keuangan.

Uraian Tugas:

1. Memastikan kebenaran dckumen identitas peserta program
Jamikesmas,;

2. Memastikan adanya Surat Rujukan dari PPK;

3. Memastikan adanya dokumen Surat Keabsahan Peserta (SKP);

4. Memastikan  dikeluarkannya  rekap  pertanggungjawaban
keuangan oleh petugas RS sesuai dengan format paket yang
ditetapkan;

5. Memastikan kebenaran penulisan paket/diagnosa, prosedur,
nomor kode;

6. Memastikan kebenaran besar tarif sesuai paket/diagnosa,
prosedur, nomor kode;

7. Menyimpulkan kelayakan hasil verifikast;

8. Melakukan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dana PPK
lanjutan yang sudah layak bayar,

9. Menandatangani rekapitulasi  laporan pertanggungjawaban
dana;

10. Memastikan Direktur R8/Kepala Balai Kesehatan
menandatangani  rekapitulasi laporan pertanggungjawaban
dana;

11. Membuat laporan hasil pekegaan bulznannva kepada Tim
Pengelola Kabupaten/Kots, termasuk absensi kehadiran.
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4. Prnelittan langsung (surves/ kagian)

TP Jamkesmas Kabupaten/lota melakukan pemantauan dan
evaluasi lerhadap seluruh PPE di wilayahnye yang bekerjasama
dalam  penyelenggaraon  Joumkesmus, termasuk wiemastikan
berjalannya pruoses venfikast pertanggungjawaban PPK  oleh
tenaga pelaksana venbkater Hasld pemantanan dan evoluasi
tersebul kewnudian dilaporkan ke TP Jamkesmas Provinsy untuk
dinnallsa [eblh lanjul dan hasilnya dwmpanbalikkan ke TP
Jamkesmas Kab/Kota Selain itu hasil analisa TP Jamkesmas
Provinsi seterusiya dilaporkan ke TP Jamkesmas Pusat

C. PENANGANAN KELUHAN
Penyampaian keluhan atau pengaduan dapet disampaikan oleh
masyarakat penerima  peluyanun, inasvarakat pemeriati dan
pelugas penben  pelayanan  sertn pelaksana penvelenggara
program  Penyampaian keluhan  atau pengeduan merupakals
umpan balk bagi scmua pihak unruk perbutkan program
Penanganan keluhien/pengaduan dilakukan dengun cnerupkar,
prins:p-prnsip, sebaga benkut
I. Semue kelhihan/pengaduaon harius memperolell penanganan
dan penyelesaian secara memarday dan dolam wakiv  vang
singkat  secrta diberikan  umpan  bualtk ke phak  yang
menyampalkannya
tntuk  menanganl  keluhan/ pengaduan dibenrok Ut
Pengaduar Masyvarakat (LPM| atau memanfaatkan ol vang
telah ada di PPK  ungkat pertama  dan  lanjutan/Dinas
Kesehatan
3. Penanganan  kelubun dilakukan  s¢eara  berjenyang  dari
LIFM funit yang telah ada di labupaten/kota dan apabila belum
terselesalkan dapat dingjuk ketingkat vang lebth finggi

J

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1 Pembimnean dilakinkan secara herjenyang oleh Poinenntal; Pusat
din Pemenintali Daerab sesuai dengan tugas dan fungslnva.

4 Prinksanaan pengawasan penyelenggaraan Progiam Jainkesmas
dilakukan vleh:
a. Pengiwasan relekat
b progawasan fungswnal dilakukan cieh Inapektornt Jenderal.

BPK

¢ Peagawasan nmsyarakat
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E. PELAPORARN
Untuk mendukung pemantauan  dun  evaluas), sangat perlu
dilakukan pencatmlan dan pelaporun penyclenggaraan [Mrogram
Janunan Kesrhatan Masvarokat (Jamkesmas) secara rutin setiap
bulan [sesual pedoman pelaporan).

Puskesmas /Rumah Sakit/BIKMM/BBKPM /BKPM/BP4/BKIM yang
menjaly pembert pelayan kesehatan (MPK| program Jamkesmas
wajib nengirimkan laporan penyelenggaraan Jamkesmas sctiap
tanggal 5  bulan  berjalan ke Tiun  Pepgelola Jamkesmas
Kabupaten/Kula. HKelengkapan mrenyvompaian laporan PPE akan
wien|adi periimbangan puset untuk penpalokasian dan peluncuran
dana Jamkesmus berikutiiva

Tim ‘Pengelola  Jamkesmas/Dinas Keschatan Kabupaten/Kota
selanjutnya melakukan entry data laporan tersebut ke dalam SIM
JAMKESMAS yang terdepat poda websile www jpkm-online net.
Dengan demikian, pada waktu hersarnaan (secara real time)
rekapilulas:  laporan teiah dapat diakses untuk diolah dan
dianalisis nlehh Tun Peugelols Jamkesmas Provins: dan Tun
Pengelola Jamkesmas Pusat,

Bagi Thnas Kesehatan Kulbupaten/Kota vang belum mempuinyad
fasibitas internet ternp mengirimkun rekapitulast laporan seluruh
PPK Jamkesmas ke Tim Pengelola Jamkesmas Provins: setiap
tanggal 10U bulan  berjalan Selanjuinya, Tun Pengelola
Jamkesmas  provinst menginmkan  rekapitulasi  Japoran
kahupaten /kota seliap tanggal 15 bulan berjalan ke Tim Penpgelola
Jamkesmas Pusat  Demnkian juga, Tinn Pengelola Jamkesmus
Pusat menginmuan laporan rekaprtulast nasional setiap tanggal 20
bulan Eenalan ke Mentern Kearhatun RI

Tim  Penpelola  Jankesmus HKabupalen/Kota membuat dan
mengirimlcan umpan bahk |feedback! pelaporan ke Puskesmas dan
Rumah Salit/BKMM /BBKPM/BKFPM/BP4/BKIM. Tim Vengelola
Jamkesmas Provinsi membual dan  mengimmkan umpan  balik
[feedback} ke Tim Pengelnla Jamkesmas Kabupaten/Koute  Tun
Pengclula darmkesmas Pusat membual dan menginmlan wmpan
Lalik |feedbuck] ke Tun Pengelola Jamkesman Provinsi.
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PT. Askes (Persero) melakukan pelaporan seluruh kegiatan yang
menjadi  tugasnya kepada Tim  Pengelela Jamkesmas
Kabupaten /Kota/Provinsi dan Pusat.

Untuk memudahkan pemantauan dan ketertiban administrasi,
laporan untuk Tim Pengelola Jamkesmas Pusat disampaikan

kepada:
Sekretariat
Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMEESMAS)
Pusat
dfa:

Pasat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan RI.
Gedung Baru Lt. 14, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9
Kuningan, Jakarta Selatan 12950,
Telp/Fax: (021) 527 9409, 52922020
SMS center: 0812 1167 775
Website: www,jpkm-online.net

VIiII. PENUTUP

Keschatan merupakan kebutwhan dasar manusia untuk dapat hidup
layak dan produktif. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang terkendali biaya dan murunya. Masyarakat miskin
dan tidak mampu yang tersebar di seluruh Indonesia membutuhkan
perhatian dan penanganan khusus dari Pemerintali sebagaimana
diamanatkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penjaminan pelayanan kesehatan, utamanva terhadap masyarakat
miskin akan membenkan sumbangan yang sangat besar bagi
terwujudnya percepatan pencapalan indikator kesehatan yang lebih
baik.

Pengelolaan dana pelayanan kesehatan bagi masyarakal miskin
bersumber dari Pemerintah vang merupakan dana bantuan sosial,
harus dikelcla secara efektif dan efisien dan dilaksanakan secara
terkoordninast dan terpadu dari berbagal pihak terkait baik pusat
maupun daerah. Diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin  dapat dilaksanakan dengan  sebaik-baiknya untuk
mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat seutuhnya.
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Semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat terwujud dengan
baik dan kepada semua pihak yang telah memberikan
sumbangsithnya, baik gagasan pemikiran, tenaga dan kontribusi
lainnya mendapatkan imbalan vang setimpal dari Tuhan Yang Esa.
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